
BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan kelompok usaha 

yang paling dapat bertahan ketika krisis ekonomi melanda negeri ini. 

Perkembangan jumlah unit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang terus 

meningkat, tentunya akan dapat membuka lapangan kerja yang besar. Namun 

demikian usaha kecil ini masih dipandang sebagai usaha yang lemah kinerjanya. 

UMKM di Indonesia merupakan salah satu penggerak perekonomian rakyat yang 

tangguh, mampu menunjukkan eksistensinya dengan tetap survive dalam 

menghadapi perubahan dalam dunia usaha sejak krisis moneter yang terjadi di 

Indonesia tahun 1998 dan dilanjutkan dengan krisis global pada tahun 2007–2008. 

Peran UMKM dilihat dari kedudukannya yaitu sebagai pemain utama dalam 

kegiatan ekonomi  berbagai sektor, penyedia lapangan kerja terbesar, pemain 

penting dalam pengembangan kegiatan ekonomi daerah dan pemberdayaan 

masyarakat, pencipta pasar baru dan inovasi, untuk UMKM yang sudah go 

international UMKM memberikan sumbangan dalam menjaga neraca 

pembayaran melalui sumbangannya dalam menghasilkan ekspor.  

UMKM saat ini memiliki peran yang sangat besar terhadap pembangunan 

ekonomi di Indonesia. Hal ini terlihat dari kontribusinya terhadap Produk 

Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Berdasarkan hasil survei dan perhitungan 

Badan Pusat Statistik (BPS), kontribusi UMKM terhadap PDB Indonesia yang 

terus meningkat setiap tahunnya. 

Berdasarkan hasil survei dan perhitungan Badan Pusat Statistik (BPS), 

kontribusi UMKM terhadap PDB (tanpa migas) pada Tahun 1997 tercatat sebesar 

62,71 persen dan pada Tahun 2002 kontribusinya meningkat menjadi 63,89 

persen. Perbandingan komposisi PDB menurut kelompok usaha pada Tahun 1997 

dan 2003 (Hafsah, 2004). UMKM menjadi tumpuan bagi 99,45% tenaga kerja di 



Indonesia selama periode 2000-2003. Dengan demikian Usaha mikro, kecil dan 

menengah merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja 

dan memberikan pelayanan ekonomi yang luas pada masyarakat dapat berperan 

dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, serta 

mendorong pertumbuhan ekonomi dan berperan dalam mewujudkan stabilitas 

nasional pada umumnya dan stabilitas ekonomi pada khususnya. 

Dalam mewujudkan peningkatan dan pengembangan sektor UMKM modal 

adalah hal mutlak yang diperlukan dalam menjalankan suatu usaha. Secara klasik, 

modal  diartikan sebagai hal yang digunakan untuk memproduksi barang lebih 

lanjut. Untuk menjalankan segala aktivitas perusahaan pastilah membutuhkan 

dana (modal ) baik dana pribadi (equity) ataupun pinjaman (loan). 

Mengungkapkan bahwa, Peran modal  pada sangat dominan saat melakukan 

investasi awal pada saat mendirikan unit usaha. Proses perkembangan suatu bisnis 

tertentu bermula dari investasi, dan berlanjut dengan produksi. Pengukuran 

kinerja unit bisnis sampai dengan dekade 1990an, masih menempatkan modal  

sebagai tolak ukur utama. Dilihat dari perannya, modal  tampak begitu signifikan 

dalam penentuan kinerja UMKM. Kendala dalam modal  yang terjadi pada 

UMKM di Indonesia saat ini umumnya pada keterbatasan modal dan kesulitan 

mengakses modal pinjaman dari lembaga keuangan. 

Dalam pengembangan UMKM keterbatasan dana pribadi merupakan 

masalah yang umumnya dirasakan bagi para pelaku UMKM sehingga jalan satu–

satunya adalah dengan melakukan pinjaman. Dalam manajemen keuangan 

perusahaan modern, pinjaman menjadi hal yang mutlak diperlukan guna 

mengembangkan unit bisnis menjadi lebih maju. Selanjutnya timbul permasalahan 

lain yang juga cukup menghambat pelaku UMKM untuk mengembangkan 

usahanya yaitu masalah pengaksesan modal pinjaman. Tumpuan utama UMKM 

dalam mendapatkan modal pinjaman yaitu dari lembaga keungan mikro baik itu 

bank ataupun lembaga keuangan lainya, namun banyak UMKM di Indonesia yang 

masih sulit mengakses dana dari lembaga – lembaga keuangan tersebut. 

Permasalahan utama UMKM dalam mengakses dana dari lembaga keuangan 

biasanya ketersediaan agunan, banyak UMKM yang tidak layak bank (non 



bankable) dan atau persyaratan administratif lainya. Disamping itu, keadaan 

masyarakat Indonesia dalam hal inkuisi keuangan masih sangat rendah, hanya 

sekitar 20 % dari orang dewasa di Indonesia yang mempunyai rekening di 

lembaga keuangan formal (World bank 2011). Selain dari pihak pelaku UMKM 

sendiri, permasalahan juga berasal dari regulasi yang ada. Bunga kredit perbankan 

UMKM mencapai 20% pertahun (Kompas 16/9/2013). Hal tersebut tentunya 

masih sangat memberatkan bagi para pelaku UMKM di tanah air. Regulasi 

pemerintah mengenai modal usaha juga mungkin perlu diterapkan demi 

kemudahan UMKM dalam mendapatkan pinjaman modal. 

Kebijakan pemerintah dalam pengembangan sektor UMKM bertujuan untuk 

meningkatkan potensi dan partisipasi aktif UMKM di dalam proses pembangunan 

nasional, khususnya dalam kegiatan ekonomi dalam rangka mewujudkan 

pemerataan pembangunan melalui perluasan kerja dan peningkatan pendapatan. 

Menurut Abdul Rosid (2004: 1), ”Sasaran dan pembinaan usaha kecil adalah 

meningkatnya jumlah usaha kecil dan terwujudnya usaha yang makin tangguh dan 

mandiri, sehingga pelaku ekonomi tersebut dapat berperan dalam perekonomian 

nasional, meningkatnya daya saing pengusaha nasional di pasar dunia, serta 

seimbangnya persebaran investasi antar sektor dan antar golongan”.  

Sejatinya  pemberdayaan UMKM merupakan gerakan sinergis antar 

berbagai pihak. Namun pemerintah tetap memegang peranan terbesar dalam 

upaya pemberdayaan tersebut. Keterlibatan  pemerintah  dalam  memberdayakan 

UMKM telah diatur jelas dalam UU No. 20 Tahun  2008  tentang UMKM. 

Undang-Undang ini memuat tentang ketentuan umum,  asas,  prinsip dan tujuan 

pemberdayaan,  kriteria,  penumbuhan  iklim usaha, pengembangan usaha, 

pembiayaan dan penjaminan, kemitraan, dan koordinasi pemberdayaan, sanksi 

administratif dan ketentuan pidana. 

Pemerintah melalui berbagai elemen seperti Departemen Koperasi, 

Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Bappenas, BUMN juga institusi 

keuangan baik bank maupun non bank, melakukan berbagai upaya untuk 

mewujudkan UMKM agar dapat menjadi tangguh dan mandiri serta dapat 

berkembang untuk mewujudkan perekonomian nasional yang kukuh. Dukungan 

http://pend-ekonomi.blogspot.com/search/label/Manajemen%20Usaha%20Kecil


diwujudkan melalui kebijakan maupun pengadaan fasilitas dan stimulus lain. 

Selain itu, banyak dukungan atau bantuan yang diperlukan berkaitan dengan 

upaya tersebut, misalnya bantuan berupa pengadaan alat produksi, pengadaan 

barang fisik lainnya juga diperlukan adanya sebuah metode, mekanisme dan 

prosedur yang memadai, tepat guna, dan aplikatif serta mengarah pada kesesuaian 

pelaksanaan usaha dan upaya pengembangan dengan kemampuan masyarakat 

sebagai elemen pelaku usaha dalam suatu sistem perekonomian yang berbasis 

masyarakat, yaitu dalam bentuk UMKM.  

Berdasarkan analisa kondisi di atas maka pengembangan kompetensi 

sumber daya manusia UMKM harus diperhatikan, sehingga mampu menciptakan 

tenaga kerja, wirausaha yang dapat bersaing secara terbuka di pasar global. 

Disamping itu peningkatan SDM UMKM juga sangat diperlukan. Perkembangan 

UMKM tidak lepas dari peran serta lembaga koperasi yang selalu memberikan 

pinjaman modal, teknisi dan memfasilitasi jaringan bisnis dalam pengadaan bahan 

baku dan pemasaran hasil produk UMKM.  

Pengembangan UMKM harus disertai dengan teknologi yang memadai yang 

dapat memperluas pasar dan membangun jaringan, dukungan dari pemerintah 

daerah sekitar untuk kemajuan dan kesejahteraan hidup masyarakatnya serta  

pengembangan SDM dalam berbagai aspek. Peningkatan kualitas SDM sangat 

diperlukan terutama di bidang kompetensi SDM seperti knowledge, skill dan 

ability serta attitude dalam berwirausaha. Dave Ulrich (1997), seorang Profesor di 

bidang Pengembangan Perusahaan dari Universitas Michigan bahwa peran 

tradisional Fungsi SDM , yang selama ini ada, tidak dapat lagi dipertahankan 

sepenuhnya seperti dulu, bila fungsi tersebut ingin tetap hadir di dalam bisnis. 

Peran tradisional ini bukanlah tidak penting, namun peran tradisional tersebut 

harus diperluas dan diperkaya. Untuk itulah, maka Fungsi SDM yang ada di 

perusahaan harus sudah mulai melakukan perubahan perannya, dari pemain peran 

tradisional yang pasif, menjadi pemain peran yang bertindak proaktif dan 

memberikan nilai tambah kepada perusahaan. Pengembangan SDM harus 

dilakukan tidak hanya kepada UMKM sebagai pemilik usaha, tetapi juga para 

pegawainya. Pelaksanaan pengembangan Kompetensi SDM UMKM diperlukan 

http://pend-ekonomi.blogspot.com/search/label/Manajemen%20Usaha%20Kecil


data kongkrit bagaimana profil kompetensi SDM yang kita miliki saat ini dan 

apakah ada pengaruhnya terhadap kinerja. Oleh karena itu untuk memenuhi data 

dan informasi konkrit tersebut perlu dilakukan kajian yang mendalam melalui 

suatu penelitian di bidang ini.  

Fakta dilapangan menunjukan ada beberapa Kecamatan di Kabupaten 

Jember yang mengalami penurunan kinerja UMKM  pada periode 214-216 

yang dapat kita lihat dari jumlah PPh yang diterima dari setiap Kecamatan. 

Kecamatan yang mengalami penurunan paling signifikan adalah Kecamatan 

Kencong, yang mengalami penurunan jumlah pph menurun setiap tahunnya pada 

tahun 214-216. Seperti yang terlihat pada tabel 1.1 mengenai Pajak Pendapatan 

Hasil  oleh UMKM Kecamatan Kencong Kabupaten  Jember. 

Tabel 1.1 Pajak Penghasilan 

Kecamatan Jumlah 

UMKM 

Tahun 

 2014 2015 2016 

AJUNG 524 80.898. 029 104.771.464  94.595.556  

AMBULU 1.085 427.589.681 560.463.510  656.144.041  

ARJASA 442 44.471.017  64.803.861  90.135.695  

BALUNG 1.093 131.097.837  181.958.505  233.930.993  

BANGSALSARI 1.034 143.292.669  186.536.705  266.265.169  

GUMUKMAS 956 52.842.235  102.469.476  93.322.119  

JELBUK 421 2.951.400  4.583.500  8.118.350  

JENGGAWAH 874 94.447.745  205.305.097  211.646.154  

JOMBANG 453 76.962.744  89.565.183  91.185.014  

KALISAT 838 225.818.054  232.467.939  238.123.844  

KALIWATES 8.044 3.509.626.955  4.422.733.364  5.303.819.299  

KENCONG 1.098 490.626.526 463.483.585  401.175.896  

LEDOK OMBO 448 16.191.948  33.491.235  43.294.311  

MAYANG 532 174.987.206  107.555.572  124.814.926 

MUMBULSARI 442 38.814.810 44.716.773  40.740.357  

PAKUSARI 672 98.388.500  96.223.536  135.169.256  

PANTI 487 46.232.231  78.623.114  47.947.755  

PATRANG 6.624 584.255.359  815.270.206  828.849.807  

PUGER 1097 233.993.549 347.009.803  399.256.093  

RAMBIPUJI 883 245.074.985  324.509.380 405.808.295  

SEMBORO 922 100.128.399  121.529.528  124.224.585  

SILO 376 71.442.932  93.430.906  147.903.302 

SUKORAMBI 366 60.950.598  139.953.371  220.166.209  

SUKOWONO 532 161.028.244  200.078.435 202.827.254  

SUMBER BARU 523 37.082.637  36.878.399  50.917.685  



SUMBERJAMBE 568 86.519.083  99.003.845  96.170.831  

SUMBERSARI 6.463 1.445.455.225  1.743.861.660  1.967.441.987  

TANGGUL 1231 256.396.842  320.780.092  373.003.070  

TEMPUREJO 765 18.507.636  31.468.912  32.347.936  

UMBULSARI 542 74.003.535  90.855.275  115.614.302  

WULUHAN 1773 174.832.243  159.739.285  180.486.202  

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM, KPP Pratama Jember (Diolah. 

Dari tabel 1.1. dapat dilihat bahwa UMKM Kecamatan Kencong mengalami 

penurunan pendapatan usaha yang terlihat pada penerimaan pajak usaha menurun 

selama tahun 214, 215 dan 216. Penurunan kinerja UMKM di wilayah 

Kecamatan Kencong ini perlu diperhatikan mengingat bahwa sangat besar peran 

UMKM bagi perekonomian setiap daerah. Mungkin dalam hal ini perlu perhatian 

dan dukungan dari pemerintah dalam upayanya mengembangkan dan 

memberdayakan UMKM. Agar pendapatan yang dihasilkan setiap tahunnya bisa 

kembali stabil.  

Sebuah penelitian terdahulu yang dijadikan acuan oleh peneliti 

mengatakan bahwa  Hasil analisa korelasi menunjukan bahwa kompetensi SDM 

UMKM memiliki hubungan yang signifikan terhadap kinerja UMKM. Hal ini 

juga didukung oleh hasil analisa determinasi (Ardiana, Subaedi , 21. 

Terkait dukungan pemerintah yang masih kurang optimal dalam 

pengembangan UMKM dan kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki 

karyawan UMKM yang masih kurang berkualitas, hal ini memicu penurunan 

kinerja UMKM karena pelaku UMKM merasa kurang diperhatikan dan didukung 

oleh pemerintah, mereka kurang termotivasi untuk meningkatkan kinerja dan 

mengembangkan usahanya. Apalagi persoalan sulit mendapatkan permodalan dari 

pemerintah setempat menambah daftar faktor yang mempengaruhi penurunan 

kinerja. Penelitian ini ditetapkan di wilayah Kecamatan Kencong kabupaten 

Jember karena Kencong mengalami penurunan pendapatan yang signifikan yang 

dapat dilihat dari penerimaan pajak penghasilan usaha yang diterima kantor pajak 

pada tahun 214-216, dua tahun berturut-turut. Sehubungan dengan uraian diatas 

peneliti tertarik untuk melakukan  penelitian kinerja UMKM di Kecamatan 

Kencong,  berkaitan dengan kinerja UMKM. Penelitian ini berjudul Pengaruh 



Modal, Dukungan Pemerintah dan Kompetensi SDM terhadap Kinerja 

UMKM. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Terjadi penurunan pendapatan UMKM setiap tahunnya,yang dapat terlihat 

dari penerimaan  Pajak Penghasilan Usaha oleh Kecamatan Kencong  Kabupaten 

Jember pada Tahun  214-216. 

 

1.3 Rumusan Masalah Penelitian  

Dari Data penerimaan PPh, terlihat adanya penurunan pendapatan yang 

mengakibatkan menurunnya pula penerimaan pajak usaha di Kecamatan Kencong. 

Ini di sinergi oleh adanya penurunan kinerja pada pelaku UMKM di Kecamatan 

Kencong. maka yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut: 

Faktor-faktor apakah yang dapat meningkatkan kinerja UMKM  di Kecamatan 

Kencong? 

 

1.4 Pertanyaan Penelitian 

1. Apakah modal berpengaruh terhadap kinerja UMKM? 

2. Apakah dukungan yang diberikan pemerintah berpengaruh terhadap kinerja 

UMKM? 

3. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kinerja 

UMKM? 

 

1.5 Tujuan Penelitan 

Tujuan yang ingin dicapai dengan dilakukannya penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui modal yang di miliki UMKM dapat mempengaruhi 

kinerja pelaku UMKM di Kecamatan Kencong . 

2. Untuk mengetahui dukungan yang dilakukan pemerintah dapat 

mempengaruhi kinerja pelaku UMKM di Kecamatan Kencong . 



3. Untuk mengetahui kompetensi SDM mampu mempengaruhi kinerja pelaku 

UMKM di Kecamatan Kencong . 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Bagi UMKM 

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan motivasi terhadap 

UMKM agar dukungan yang diberikan oleh pemerintah dapat 

dimanfaaatkan secara maksimal untuk mengembangkan UMKM. Supaya ke 

depan UMKM dapat menciptakan karyawan atau pelaku UMKM yang lebih 

berkualitas dan menghasilkan output yang lebih baik lagi. 

2. Bagi  Akademisi 

Dapat menambah referensi dan bahan studi bermanfaat bagi mahasiswa 

Universitas Muhammadiah Jember yang berkaitan dengan penelitian 

terhadap pengaruh dukungan pemerintah dan kompetensi SDM terhadap 

kierja UMKM. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi motivasi bagi 

mahasiswa yang berjiwa wirausaha agar dapat lebih cermat dalam memulai 

dan menciptakan suatu usaha. 

3. Bagi Peneliti 

Semoga penelitian ini dapat bermanfaat untuk usaha ke depan jika suatu saat 

nanti akan  membuka sebuah   atau  industri. Banyak sekali hal yang harus 

dipertimbangkan dan di lakukan supaya usaha berjalan dengan baik. 

 


